BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap identifikasi masalah yang telah dibahas di

bab sebelumnya, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan mengenai analisis bentuk persetujuan tertulis yang harus
dibuat calon donor kadaver dikaitkan dengan wasiat berdasarkan
KUHPerdata sebagai berikut:

Kadaver adalah tubuh seorang manusia yang telah meninggal yang
kemudian diawetkan dan digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk
praktikum anatomi. Di dunia pedidikan kedokteran, peran kadaver sebagai
subjek pendidikan sangat penting. Berdasarkan etika kedokteran, sebelum
diizinkan untuk mengobati manusia, calon dokter diharuskan untuk belajar
melalui kadaver yang hingga saat ini perannya belum tergantikan dengan
hewan atau teknologi apapun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan calon dokter dan meminimalisir risiko yang mungkin akan ia
timbulkan dikemudian hari terhadap pasien.

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) UU Kesehatan jo. Pasal 5 PP
Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat
atau Jaringan Tubuh Manusia, perolehan kadaver oleh Fakultas
Kedokteran dimungkinkan berasal dari persetujuan tertulis mendiang yang
bersangkutan semasa hidupnya. Persetujuan tertulis tersebut harus dibuat
dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan bermeterai. Sayangnya, peraturan
perundang-undangan Indonesia tidak mengatur lebih lanjut dari teknis
pembuatan dan dokumen hukum yang harus dibuat ini.

Secara praktis, kehendak calon donor kadaver untuk menjadi
kadaver setelah ia meninggal dunia tidak dapat dibuat dalam bentuk
persetujuan, karena tindakan tersebut merupakan tindakan sepihak. Tidak
ada kesepakatan dan hubungan prestasi timbal balik antara rumah sakit
atau Fakultas Kedokteran dengan mendiang atau keluarganya. Di sisi lain,
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kesepakatan merupakan unsur esensial dalam persetujuan. Dengan
demikian, kehendak tersebut bukanlah merupakan persetujuan atau
perjanjian.

Tindakan calon donor kadaver yang hendak mendonasikan
jasadnya kelak ketika ia meninggal dunia tidak dapat dianggap sebagai
tindakan mewaris. Hal ini dikarenakan salah satu syarat pewarisan adalah
adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Harta kekayaan tersebut
secara hukum tergolong sebagai benda. Di sisi lain, kadaver yang
merupakan objek donasi tidak dapat dikategorikan sebagai benda karena
tidak memenuhi unsur-unsur benda. Setidak-tidaknya, kadaver tidak dapat
dibebani hak milik dan tidak memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi,
tindakan donasi kadaver oleh mendiang yang bersangkutan tetap dapat
dituangkan dalam kodisil sehingga tindakan ini masih termasuk dalam hal
yang diatur dalam hukum waris.

Secara konsep, kehendak calon donor kadaver tersebut dapat
dituangkan dalam surat kodisil dengan catatan kehendak tersebut juga
disertai dengan kehendak calon donor kadaver terkait proses penguburan
yang ia kehendaki setelah ia menjadi kadaver dan pengangkatan rumah
sakit sebagai pelaksana wasiat. Di satu sisi, kehendak tersebut memenuhi
unsur-unsur wasiat dan tidak melanggar wasiat. Adapun yang jenis wasiat
yang terpilih adalah surat kodisil karena surat kodisil merupakan jenis
surat wasiat yang tidak memerlukan peran Notaris dalam pembuatannya
secara esensial dan objeknya dapat dilepaskan dari urusan harta kekayaan
pewaris. Kodisil tidak akan menjadi batal apabila tidak diserahkan pada
Notaris. Akan tetapi, setelah pembuat kodisil tersebut meninggal dunia,
kodisil tetap harus diserahkan pada BHP. Selain itu, objek surat kodisil
dimungkinkan di luar dari urusan lapangan harta kekayaan. Salah satu
objek surat kodisil adalah berkaitan dengan proses penguburan. Jika dalam
dokumen tertulis yang dibuat calon donor kadaver mengeksplisitkan
tentang proses penguburan yang ia kehendaki dan pengangkatan rumah

sakit sebagai pelaksana wasiat, artinya dokumen tersebut memenuhi objek

64



surat kodisil. Oleh karena itu, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan pengadaan kadaver dapat dibuat dalam bentuk kodisil
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pembuatan kodisil baik secara
formal maupun material.

Pada dasarnya, surat kodisil hanya sekedar penghormatan terhadap
mendiang yang membuatnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan jenis wasiat lainnya. Walaupun surat kodisil tidak akan
menjadi batal apabila tidak diserahkan pada Notaris, tetapi kodisil yang
berisi kehendak seseorang untuk menjadi kadaver harus dibuat akta
penyimpanannya oleh Notaris. Hal ini dimaksudkan agar kodisil tersebut
berkekuatan hukum yang sama dengan wasiat. Dengan demikian, kekuatan
pembuktian dari dokumen tersebut akan setara dengan akta autentik.

Dalam praktiknya, terutama di FKUI, dokumen wasiat yang dibuat
langsung oleh calon donor kadaver merupakan dokumen yang wajib
dibuat dalam hal donasi kadaver. Wasiat tersebut kemudian akan
dilengkapi dengan perjanjian penyerahan dan dokumen-dokumen lain
yang berkaitan dengan hal tersebut. Proses penandatanganan dokumen
tersebut harus dihadiri oleh keluarga yang bersangkutan. Adapun fungsi
keluarga di situ adalah sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang dimintai
persetujuan. Selain itu, Akta Notaris bukanlah merupakan sesuatu yang

harus dipenuhi oleh calon donor kadaver di FKUI.

Kesimpulan mengenai pihak yang paling berkepentingan dalam
menyimpan persetujuan tertulis calon donor kadaver adalah sebagai
berikut:

Belum ada peraturan Menteri di bidang kesehatan atau Menteri di
bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan
prosedur pengadaan kadaver hingga saat ini. Hal ini menimbulkan
kerancuan bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan kadaver.
Adapun pihak yang dimaksud adalah calon donor kadaver, Fakultas

Kedokteran, dan rumah sakit. Pada praktiknya di beberapa Fakultas
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Kedokteran, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam UU
Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta
Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dapat dituangkan dalam
bentuk wasiat. Berdasarkan penjelasan dalam uraian identifikasi masalah
sebelumnya, jenis wasiat yang memungkinkan untuk dituangkan kehendak
tersebut adalah kodisil. Hal ini menunjukkan bahwa peran Notaris pun
tidak boleh dilupakan dalam proses ini bila dokumen tersebut diwujudkan
dalam bentuk kodisil.

Secara normatif, kodisil dapat disimpan oleh calon donor kadaver
dan tidak akan menjadi batal. Hal ini memperlihatkan bahwa calon donor
kadaver adalah pihak yang paling berwenang dalam menyimpan kodisil
yang dibuatnya. Akan tetapi, surat kodisil yang berisi kehendak seseorang
untuk mendonasikan dirinya sebagai kadaver seharusnya disimpan oleh
Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan wasiat. Jika
para pihak menghendaki kodisil memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan wasiat, maka Notaris menjadi pihak yang paling berwenang dalam
menyimpan kodisil tersebut. Akan tetapi, bila ditinjau lebih lanjut secara
praktis pihak yang paling berkepentingan dalam menyimpan kodisil
tersebut adalah Fakultas Kedokteran. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terjadi penggelapan kodisil dan kehendak dari calon donor kadaver
tersebut terlaksana dengan baik seketika setelah ia meninggal dunia.
Dalam hal kodisil tersebut diserahkan pada Notaris, maka Fakultas
Kedokteran dapat meminta salinannya untuk kemudian disimpan. Dalam
pelaksanaannya, Notaris tidak boleh melupakan ketentuan Pasal 943
KUHPerdata yang memberi kewajiban Notaris untuk menyampaikan
kodisil tersebut pada pihak yang berkepentingan, yaitu Fakultas
Kedokteran.

Argumen tersebut kemudian diperkuat dengan praktik yang terjadi
di lapangan. Di FKUI, seorang yang hendak menjadi donor kadaver dapat
menghubungi Departemen Forensik-Medikolegal dengan terlebih dahulu

menghubungi Dekanat FKUI. Departemen Forensik-Medikolegal FKUI
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menjadi pihak yang akan menyimpan segala dokumen terkait proses
pengadaan kadaver, termasuk wasiat sebagai syarat mutlaknya. Apabila
wasiat tersebut disimpan oleh Notaris, maka pihak Departemen Forensik-
Medikolegal FKUI akan meminta salinannya.

Jadi, calon donor kadaver merupakan pihak yang paling berwenang
secara normatif untuk menyimpan dokumen tertulis tersebut. Di sisi lain,
jika dokumen tersebut diserahkan pada Notaris, maka Notaris menjadi
pihak yang paling berwenang untuk menyimpannya. Akan tetapi, dalam
hal menyangkut kepentingan pelaksanaan pengadaan kadaver, pihak
Fakultas Kedokteran menjadi pihak yang paling berkepentingan untuk
menyimpan dokumen tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak Fakultas
Kedokteran mengetahui kehendak dari calon donor kadaver yang

bersangkutan dan dapat dengan segera merealisasikan kehendak tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari pemaparan Penulis pada kesimpulan terkait hasil
penelitian ini, maka persetujuan tertulis yang harus dibuat calon donor
kadaver sebagaimana tertera dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis
dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh
Manusia dapat dikategorikan sebagai kodisil. Akan tetapi disisi lain proses
pembuatan kodisil memiliki aturan sendiri sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata. Aturan tersebut tidak dijelaskan dalam pengaturan terkait
pengadaan kadaver. Oleh karena itu, Penulis bermaksud memberikan saran
mengenai permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan penulisan
hukum ini, yaitu:

1. Adanya kodisil dijadikan dokumen vyang dapat dijadikan
pertimbangan yang memperkuat calon donor kadaver yang
mendonasikan jasadnya berserta persetujuan penyerahan mayat
yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Bila kodisil dijadikan
dokumen tertulis yang dibuat oleh calon donor kadaver, maka

kodisil harus disimpan oleh Notaris agar kekuatan pembuktian
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kodisil tersebut menjadi sama dengan wasiat sebagaimana diatur
dalam Pasal 933 KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan demi
melindungi kepentingan calon donor kadaver yang bersangkutan
dan Fakultas Kedokteran; dan

. Dibuat peraturan menteri di bidang kesehatan (Permenkes) atau
peraturan menteri di bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi
(Permenristekdikti) yang mengatur prosedur dan teknis pengadaan
kadaver sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi rumah
sakit, fakultas kedokteran, dan calon donor kadaver. Permenkes
tersebut harapannya dapat menjadi acuan bagi setiap Fakultas
Kedokteran guna membuat peraturan internal terkait pengadaan
kadaver. Selain itu, Permenkes atau Permenristekdikti tersebut
dapat berfungsi sebagai jaring pengaman praktik pengadaan kadaver
dan/atau penggunaan kadaver agar sesuai dengan hukum,
kesusilaan, ketertiban, dan kepatutan masyarakat karena praktik
tersebut berkaitan dengan penggunaan mayat manusia;

. Teknis yang harus diatur meliputi dokumen-dokumen yang harus
dipenuhi calon donor kadaver karena peraturan yang tertera
sekarang ternyata tidak memenuhi realita kebutuhan di lapangan.
Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan kadaver harus
diperjelas agar tidak ada lagi kerancuan ketika seseorang hendak
menjadi kadaver. Fungsi dan tugas rumah sakit dalam pengadaan
kadaver harus dieksplisitkan karena dalam peraturan perundang-
undangan positif saat ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai

fungsi dan tugas rumah sakit dalam pengadaan kadaver.
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